WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 840/Kep.544-Org/XI1/ 2022

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2023
WALI KOTA BEKASI,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,
besaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur
Sipil Negara ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka besaran tambahan
penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dimaksud
perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);




Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Penghasilan Jabatan Administrasi yang Terdampak
Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4
Serl D);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

e

10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 136 Tahun
2019 tentang Nomenklatur dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 136 Seri
E);

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2022
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Rekasi (Berita Daerah Kota DBekasi Tahun 2022
Nomor 24 Seri E);

Berita Acara Rapat Nomor: 840/673.1/8etda.ORG
tanggal 12 Agustus Tahun 2022 tentang Besaran
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun
Anggaran 2023,

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul dalam rangka pclaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta akan diadakan perubahan
apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.



AMPIRAN I KEPUTUSAN WALI XOTA BEKASI
OMOR : 340/Kep.544-Org/X1[; 2022

INTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKAS] TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN DILINGKUNGAN DISKOMINFODI KOTA BEKASI TAHUN 2023
BERDASARKAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFES] DAN PRESTASI KERJA

TEP
i PERANGEAT DAERAH JABATAN ——— m@""" ‘I‘!’PKII‘(:::M W e m‘" TOTAL
' mx: mm JABATAN PIMFTHAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAK PENGAWAS

KEPALA DINAS 14 20,309,000 4,265,000 - 16,247,000 |  40,821,00
SEKRETARIS DINAS 12 14,575,000 437,000 N 14,429,000 |  29,441,00
KEPALA BIDANG 1 11,268,000 2,817,000 - 10,141,000 |  24,226,00
mmdicbsl e seed. o 9 8,526,000 1,620,000 : 4945000 |  15,091,00
PELAKSANA
PELAKSANA DISKOMINFOSTANDI 7 3,625,000 1,601,000 - §46,000 6,072,00
PELAKSANA DISKOMINFOSTANDI 6 3,150,000 1,575,000 . 1,313,000 6,038,00
PELAKSANA DISKGMINFOSTANDI 5 2,627,000 1,576,000 : 1,795,000 5,998,00
PELAKSANA DISKCMINFOSTANDI 4 2,595,000 1,563,000 - 1,791,000 5,965,00
PELAKSANA DISKGMINFOSTANDI 3 2,144,000 1,567,000 . 2,209,000 5.940,00
PELAKSANA DISKCMINFOSTANDI 2 1,774,000 1,578,000 : 2,554,000 5,906,00
PELAKSANA DISKOMINFOSTANDI 1 1,403,000 1,565,000 : 2,904,000 5.892,00
FUNGEIOHAL TERTENTT
JEKJANG MADYA 12 10,202,000 2,166,000 2,332,000 |  14,720,00
JEKJANG MADYA 1 7,888,000 1,650,000 : 1,803,000 |  11,381,00
JENJANG MUDA 10 6,861,000 1,862,000 3,431,000  13,154,00
JENJANG MUDA 9 5,968,000 1,620,000 - 2,984,000 |  10,572,00
JENJANG PERTAMA 8 4,797,000 1,576,000 . 3,769,000 |  10,142,00
JENJANG PENYELIA 8 4,112,000 1,645,000 - 2,947,000 8,704,00
JENJARG PELAKSANA LANJUTAN 7 3,625,000 1,631,000 : 2,840,000 8,086,00
JENJANG PELAKSANA 6 3,150,000 1,628,000 - 2,730,000 7,508,00




LAMPIRAN Il KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 840/Kep. 544~0rg/%11/2622
TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENQHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGRAN

2023
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEQAWAI ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2023
BERDASARKAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN UBJEKIIY LAINNYA
1. HONORARIUNM PENGADAAN BARANG DAN JASA
HONORARIUM PENGADAAN BARANG
®O JARATAN DAN JASA
{Rp:|
1 |[JABATAN ADMINISTRATOR/ PENGAWAS / FUNGSIONAL/ PELAISSANA PADA DAGIAN FBJ BENL OO0
3. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAR PENGELOLA KEUANGAN
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAN
¥O JARATAN FENODLOLAAN KUUANCGAN
(Rp.)
PENGRLOLA KEUANGAN
1 |PPK - SKFD 4000;0—
2 |PEMBANTI! PFK - SKPD BOD, 000
3 |BENDAHARA PENGELUARAN $00.000
4 |PEMBANTII RENDAHARA PENCIELIIARAN O DD
TR s
5 |PEMBANTT DENDAHARA PENGHELUARAN PEMBANTTI BN
6 [BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU TINGKAT 8DN PADA DINAS PENDIDIRAN A80.000
7 |BENDAHARA PENUELUARAN FEMBANTU TINGKAT BMFN PADA DINAS PENDIDIKAN 450.000
8 |VERIFTKATUR NOS PUSAT TH.GDN DAN GMPN PADA DINAS PRENDIDIAN A0
9 |[VERIFIKATUR TK, KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN 350,000
10 |DENDAIIARA PADA DLLUID LU
11 |PEMBANTII HENDAHARA PADA RLIID 00 0N
17 |BENDAHARA FENGELLIARAN PEMBANTL Han i
13 |BENDAHARA PENERIMAAN 750.000
- e S S~ P S ———— O S - ) e P S e e e P e — P —
14 |PEMDANTU DENDAHARA PENERIMAAN 300.000
PENGELOLA KEUANGAN PADA EPKAD
15 |FFK  FRKID SO0
16 |PEMBANTU PPK. FPRD 7000
17 |BENDAHARA PENCELIIARAN AAKHLION
186 [PEMDANTU DENDANARA PENGELUARAN TA0.000
19 |DENDAIARA MBNERIMAAN 100000
20 |PEMDANTU BENDAHARA PENERIMAAN (EURE]
21 |MEMBANTU PENQELOLA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT KOTA 1. 00,000
22 |PENUEBLULA DIOTEM PENQULOLAAN KEUANGAN DARRAIT TINAAT KOTA A A00L.000
A I
4. HONORARIUM FENGELOLAAN DARANG MILLK DANKALL
HONORARIUM PENGELOLAAN EARANG
O JAHATAN MILIK DAERAH
{Ap)
PENGELOTA ARRT
I |PENGURUS BAFANU FENOULUNA 1000 000
2 |[FEMUANTU PENUURLUE DARANG PENGOUNA A0 (n'y
3 |PENQURUS BARANG SEKOLAL! TK. SDN PADA DINAS PENDIDICAN SO0, 000
4 |[PENQURUS DARANQ SEKOLALLTK. SMPN PADA DINAS PINDIDIKAN 200,000




HONORARIUM PENGELOLAAN

NO |, JABATAN BARANG MILIK DAERAH
{Rp.)
5 |PEMBANTU PENCGURUS BARANG PADA BLUD S00.000
6 |PENGQURUS BARANG MILIK DAERAH PADA DLUD 500,000
7 |PENGURUS BARANG MILIX DAERAH PADA UPTD 500,000
PENGELOLA ASET PADA BPKAD
8 |PENGURUS BARANG MILIK DAERAH 1.000.000
9 |PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH BOO.000
10 l:l!MllAlﬂ'U PENGURUS BARANG PENGELOLA DAERAH PEMERINTAH 1.100.000
KOTA
11 PENGELOLA BARANG DAERAH PEMERINTAH KOTA 1.200.000




	KAK Mamin Kapasitas001.pdf (p.1-5)
	KAK Mamin Kapasitas002.pdf (p.6)

